BAB Il

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan penguraian dari pembahasan di atas, maka dapat diambil suatu
kesimpulan adalah penyelesaian sengketa tanah garapan di areal eks PTPN Il
Kebun Helvetia yang dilakukan oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara Il, Badan
Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat (penggarap) dan kelompok tani secara
administratif maupun pengadilan masih berlangsung, disebabkan karena
penyelesaian secara alternatif seperti negosiasi dan mediasi yang dilaksanakan tidak
efektif sehingga penyelesaian tanah garapan di areal Eks HGU PTPN Il Kebun
Helvetia belum terselesaikan. Terdapat hambatan-hambatan dalam penyelesaian
masalah tanah garapan di areal eks Hak Guna Usaha PTPN Il Kebun Helvetia yang
dilakukan oleh Pihak PT. Perkebunan Nusantara Il, Badan Pertanahan Nasional,
Masyarakat, mengakibatkan penyelesaian masalah tidak sama. Dengan diterbitkan
SK 42 yang ‘'membentuk Tim Panitia B dan B+ kemudian diganti dengan Tim
Inventarisasi Baru bertujuan agar penyelesaian sengketa tanah garapan areal eks
HGU Kebun Helvetia Medan dapat segera diselesaikan dengan baik dan sesuai
prosedur hukum yang berlaku dan menciptakan keadilan bagi pihak-pihak yang

bersengketa.
3.2. Saran

Menurut penulis seharusnya berbagai bentuk penyelesaian telah dilakukan baik
dari Pemerintah, BPN dan PTPN Il Kebun Helvetia dan penggarap harus lah ditaati
dan dipatuhi sebagaimana hukum yang berlaku, sebab perlunya ada kesadaran
hukum dari pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah tanah garapan
di areal eks HGU PTPN |1 Kebun Helvetia. Dan juga harus ada hukum yang tegas
dan tidak berpihak kepada salah satu pihak (menguntungkan satu pihak), karena
suatu penyelesaian masalah itu harus didasari hukum yang berlaku dan mengikat
kedua belah pihak, sehingga terciptalah kedamaian agar terhindar dari gesekan-
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gesekan pihak bersengketa yang membuat jatuhnya korban baik dari Polisi atau TNI
maupun dari masyarakat itu sendiri. Tim inventarisasi baru yang dibentuk oleh
Gubernur, Badan Pertanahan Nasional, PT. Perkebunan Nusantara Il harus
menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan itu,
mengingat bahwa tim inventarisasi baru ini sudah lama dibentuk namun tidak
efektif berjalan, dan juga tim inventarisasi baru ini harus bisa mengembangkan
lebih lagi tentang pendataan lokasi, subyek dan obyek yang bermasalah

sebagaimana lanjutan dari Panitia B Plus dalam Matriks Kulasi
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